
BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
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PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 31 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat dan

Angka Kreditnya;

b. bahwa pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional

pranata hubungan masyarakat diperlukan untuk

memenuhi kompetensi dan profesionalisme pranata

hubungan masyarakat pada institusi pemerintah pusat

dan daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang

Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5121);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang

Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4019);
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9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor:

17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;

10. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor

17 Tahun 2013 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga

Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Penyelenggara

Pendidikan dan Pelatihan Fungsional;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat dan

Angka Kreditnya;

12. Peraturan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika

dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun

2014 dan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Ketentuan

Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional

Pranata Hubungan Masyarakat dan Angka Kreditnya;

13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12

Tahun 2015 tentang Standar Kompetensi Jabatan

Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUBUNGAN

MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat yang

selanjutnya disebut Jabatan Fungsional Pranata Humas

adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas,

tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan

kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan.
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2. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah yang

selanjutnya disebut Lembaga Diklat adalah satuan unit

organisasi penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan bagi

Pegawai Negeri Sipil (PNS) baik yang berdiri sendiri

maupun bagian dari satuan unit organisasi pada Instansi

Pemerintah.

3. Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Pranata

Humas yang selanjutnya disebut Diklat JFPH adalah

proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka

meningkatkan kemampuan dan kompetensi PNS dalam

melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan

kehumasan.

4. Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional Pranata Humas

adalah diklat prasyarat bagi PNS untuk dapat diangkat

dalam jabatan fungsional pranata humas.

5. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pranata Humas

yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah

Kementerian Komunikasi dan Informatika yang dalam

pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal

Informasi dan Komunikasi Publik.

6. Penyelenggara Diklat JFPH adalah Instansi Pembina,

Lembaga Diklat Pemerintah yang terakreditasi atau bagi

Lembaga Diklat Pemerintah yang belum terakreditasi

bermitra dengan Instansi Pembina/lembaga diklat yang

telah terakreditasi, dan perguruan tinggi yang bermitra

dengan Instansi Pembina.

7. Lembaga Diklat Pemerintah yang Terakreditasi adalah

lembaga diklat Kementerian/Lembaga Pemerintah

NonKementerian, Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah

mendapatkan pengakuan tertulis dari Instansi Pembina

untuk menyelenggarakan Diklat JFPH.

8. Pelaksana Diklat JFPH adalah penanggungjawab teknis

penyelenggaraan Diklat JFPH yang ditetapkan oleh

Penyelenggara Diklat JFPH.

9. Kurikulum adalah rancangan satuan pendidikan yang

mencakup mata diklat, pokok bahasan, tujuan

pembelajaran umum dan tujuan pembelajaran khusus,
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pengujian, dan evaluasi satuan pendidikan.

10. Mata diklat adalah satuan ajar yang dilaksanakan dalam

pendidikan dan pelatihan berdasarkan sebuah

kurikulum.

11. Andragogi adalah model pembelajaran yang ditujukan

menambah kesadaran dan pengalaman peserta melalui

kaidah pembelajaran diskusi, penyelesaian masalah dan

tukar pengalaman, untuk berpartisipasi secara aktif

dengan cara saling asah, asih, asuh dengan pengajar

maupun antar para peserta.

12. Rancang Bangun Pembelajaran Program Pendidikan dan

Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Pranata

Humas yang selanjutnya disebut Rancang Bangun

Pembelajaran adalah rangkaian yang terdiri dari jenis

dan mata diklat, alokasi waktu diklat, deskripsi singkat,

tujuan pembelajaran, kompetensi dasar, indikator

keberhasilan, materi pokok, submateri pokok, metode,

alat bantu/media, estimasi waktu, dan referensi.

13. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan yang

selanjutnya disebut STTPP adalah sertifikat tanda

kelulusan bagi peserta yang lulus uji komprehensif yang

diberikan pada akhir pelaksanaan diklat.

14. Widyaiswara adalah PNS yang diangkat sebagai pejabat

fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas,

tanggung jawab, wewenang untuk mendidik, mengajar,

dan/atau melatih PNS pada Lembaga Diklat.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Diklat JFPH bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan

merupakan diklat pembentukan bagi calon pejabat fungsional

pranata humas.

Pasal 3

Sasaran Diklat JFPH adalah terwujudnya pejabat fungsional
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